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Langkah 1, Pemohon informasi publik

mengajukan permintaan informagi ke-

pada badan publik, baik langsung se_

cara [san, maupun melalui surat atau

sura! elektronik (email). Perminlaan
juga dapat dilakukan melalui telepon.

Langkah 2, Pemohon informasi harus

menyebulkan nama, alamat, subiedie-
ois ,ntorma€i yans diminta, bentuk in_

formasiyang diminta dan cara penyam-

paian informasi yang diinginkan.

Langkah 3. Pejabat Pengelola ln_

formasi dan Dokumefltasi (PPID)

pada badan publik mencatat semua
yang disebutkan oleh pemohon in-
formasi pada Langkah 2.

Lengkah 4, Pemohon informasi harus

meminta tanda buhi kepada PPID di

badan publik bahwa telah melakukan
permintaan infomasi, serla nomor
pendaftaran Permintaan.





T.hap ,. Pengaiuan sengketa kepada iniernal badrn publik yang

beEangkuian, dimana l.ngkeh'langkahnya adalah sebagal bcrikur:

Langkah 1.

Keberalan diajuka
pada atasan Pejabal
Pengelola lnformasi dao
Dokumentasi (PPID).
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Jika pengaju seng-

lusan atasan PPID,

sengketa selesai.

Langkah 2, Atasan PPID harus
memberikan kePutusan/tangga-
pan atas Pengajuan lGberatan
teEebut paling lambat 30 harj

kerja setelah diterimanya ke-

beratan secara ledulis. Apabila
atasan PPID menguatkan PUtu-
san bawahannya maka alasan
tertulis disertakan bersama
keputusan/tangoapan tersebul-

sengketa ke

si selambat]am-
bainya dilakukan
14 harj kerja sejak diteri-
manya keputusan/tanggaPan ter-
tulis dari alasan PPID.

Jika pengaju s€ngkeia lidak
puasatas putusan atasan PPID,

sengketa dapat dilanjulkan me-
lalui Komisi lnformasi.
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Tahap 2, Peng.iuan rongke{a
krh-langkahnYa digambarkan

kepada Komill lnformasi, yang lang-

be.ikut ini:

Langkah '1.

Pensaluan sensketa 

-l>
k€ Komisr selambat-
lambatnya dilakukan
14 hari ketja seiak

diterimanya kePutu-

san/tanggapan tertu-
lis dariatasan PPID.

Jika pada tahaP mediasi
dihasilkan kesepakatan'
maka hasil kesepakalan
tersebut ditetapkan oleh

PutuEan Komisi lniormasi.

Langkah 2. Dalam waktu 14hari
kerja sejak diterimanya Permo-
honan penyelesaian sengketa,

Komisi lnformasi harus mulai

melakukan Proses Penyelesaian
sengkeia melalui mediasi dan/

atau adjudikasi.
P6ses penyelesaian serqkela
informasi yang dilakukan oleh

Komisi lnformasi melalui medl
asi dan/aia! adjudikasi tersebut

diselesaikan Paling lambat 100

hari keria.

rx

SELESAI.
Putusan Komisi lnformasi

berdasar ke€ePakatan Para
pihak bersilat final dan

mengikat
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Jika pada lahap mediasi lidak dihasilkan kes_

epakatan alau ieradi penadkan diti dad salah

satu pihak atau para pihak, mak3 l(ornisi lrfor_

ma6i melanjutkan prose6 penyelesaian gengkola

melalui adiudikasi.

Jika pemohon jnformasi

puas alas keputu3an
adjudikasi Komi6i lnfor
ma6i, sengketa s€lesai.

Jika pemohon informasi tidak menerimrtidak puas

dengan Putusan Komisilntormasi, maka dapal men-
gajukan gugatan ke p€ngadilan dalamwaktu'14 had
*eda sejak diterimanya putusat tersebut, dan me_

nyatakan sscara iertulis bahwa lidak menerima^idak
pues dengan Putusan Adjudika8i Komisi lr{ormasi.
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Penduan Sederhana Penehpan IJU K.tedukann Inlormasi Pubtik

Tahap 3. Psnyelelaian sengketa infotfiasi melalui pengaditan' yang

l.ngkah{angkahnya digambarkan lebagal b.rikutl

Gugatan dan pemya-
taan tertulis hasil adju-
dikasi Komisi lnformasi
diajukan ke pengadi
lan selambat-lambat-
nya 14 hari keria sejak
diterimanya putusan

Komisi lnformasi.

Jika tidak menenma
putusan pengadilan,
penggugat meng-
aiukan Kasasi ke
MahkamahAgung

P6ngajuan gugairan

dilakukankePenga-
dilanTata Usaha Ne-
gara aPabila Yang
digugat (tergugat)

adalah Badan Pub-
lik Negara.*

Pengajuan gugatan
dilakukan ke Pen-
gadilan Neged apa-
bila yang digugat
(tergugat) adahh
Badan Publik selain
Negara._

Penggugat menerima
putusan pengadilan

dilakukan selsmbat-
lambalnya 14 hari
sejak diieimanya
putusan Pengadilan
Negeri atau Pen-
gadilah Tata Usaha
Negara.
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